
55 
 

 
 

BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Konsep hukum tentang perkawinan anak pada usia dini tidak dikenal 

dalam istilah hukum, namun hanya dikenal dalam masyarakat dan juga 

dalam teori psikologi. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diatur sebagai pendidikan usia 

dini adalah suatu pembinaan anak sejak lahir hingga berusia 6 (enam) 

tahun yang diberikan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam mendapatkan pendidikan selanjutnya. Konsep hukum 

tentang perkawinan anak pada usia dini itu sendiri dapat disimpulkan 

sebagai suatu perkawinan yang dilakukan saat kedua atau salah satu calon 

pasangan yang umurnya masih di antara 6-15 (enam sampai dengan lima 

belas) tahun. Usia dini termasuk dalam usia anak namun usia anak belum 

tentu masuk dalam kategori usia dini. 

2. Akibat hukum terhadap perkawinan pada usia dini akan terjadi perceraian 

karena belum adanya kesiapan fisik dan mental dari tiap-tiap pasangan. 

Akibat yang dimaksud adalah, akan ada pembatalan perkawinan atau 

pencegahan perkawinan, karena dapat dilihat dari data yang telah 

diperoleh, bahwa walaupun kedua atau salah satu calon pasangan belum 
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mencukupi umur untuk menikah, namun karena adanya kehamilan yang 

terjadi terlebih dahulu menyebabkan perkawinan  tersebut tetap dapat 

dilaksanakan. 

 

B. Saran 
 

Adapun saran yang penulis rumuskan adalah diharapkan agar di waktu 

yang akan datang, kepada para orang tua untuk bisa memberikan pengetahuan 

kepada anak-anak mereka tentang dampak negatif dari perkawinan pada usia 

dini, pendidikan seks yang cukup sehingga angka perkawinan pada usia dini 

dapat ditekan atau bahkan tidak ada lagi perkawinan pada usia dini. Untuk 

instansi-instansi pemerintah agar dapat memberikan keadilan seadil-adilnya 

dalam pemberian dispensasi perkawinan kepada tiap-tiap calon pasangan 

yang akan menikah, memberikan penyuluhan tentang dampak negatif dari 

perkawinan pada usia dini, sehingga masyarakat bisa mengerti dan 

penyuluhan tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan adanya perkawinan 

pada usia dini. Untuk para pembentuk Undang-Undang dalam membuat suatu 

undang-undang haruslah benar-benar secara tegas mengatur sanksi agar dapat 

memberikan efek jera bagi para pelanggarnya. 

Bagi para penegak hukum, bisa lebih memahami unsur-unsur apa saja 

yang terkandung di dalam undang-undang sehingga dapat menerapkan 

hukumnya dengan baik dan tegas, memahami aturan-aturan hukum positif di 

Indonesia sehingga bisa memberikan informasi secara lengkap dan jelas bagi 

masyarakat. 
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